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P UTUS AN
Nomor0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

) (raa ) ) A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalamtingkat banding telah ~memeriksa, mengadili dan
menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak
antara :

WahyuBimaSaputra, S.Soshin Drs. Muhammad Yamin, M.M, lahir di
Bima, tanggal 13 Agustus 1987, umur 39 tahun, agama
Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dosen Swasta, tempat
tinggal di jalan Ade Irma Suryani, Gang Panda 1/34 A,
Lingkungan Monjok Perluasan, RT.001/RW.216 Kelurahan
Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; semula
sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Anita,S.E., binti Ismail, perempuan, lahir di Bima, tanggal 08 Agustus
1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal semula di
jalan Ade Irma Suryani, Gang Panda 1/34, Lingkungan
Monjok Perluasan, RT.001/RW. 216 Kelurahn Monjok,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya, yang dalam hal ini la diwakili
oleh kuasanya; Abdul Wahab, S.H.I dan Husin Rosadi, S.H.I.
semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini;
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DUDUK PERKARA
Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr.,
tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal
1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI:
- MenolakeksepsiTermohon;
DALAM POKOK PERKARA:
1. MenolakpermohonanPemohon;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari
Kamis tanggal 28 Desember 2017 Penggugat mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Mataram  Nomor
0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan
dengan tanggal 30 RabiulAwal 1439 H. dan permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Januari 2018;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 2 Januari
2018 dan tambahan memori banding tanggal 15 Januari 2018 yang telah
diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 8 Januari 2018 dan
tanggal 22 Januari 2018 dan Kuasa Terbanding tertanggal 25 Januari
2018 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram
Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Mtr Terbanding tidak mengajukan kontra
memori banding;

Bahwa PembandingdanKuasaTerbandingtelah pula
diberitahukanuntukmemeriksaberkas (inzage) masingmasingtanggal 15
Januari 2018 dantanggal 16 Januari 2018
danPembandingtelahdatangmemeriksaberkastanggal 15 Januari 2018
sedangkanKuasaTerbandingtidakdatangmemeriksaberkassesuaisuratkete
ranganPaniteraPengadilan Agama

MataramNomor241/Pdt.G/2017/PA.Mtrtanggal 25 Januari 2018;
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Bahwapermohonan banding tersebuttelahdidaftar di

KepaniteraanPengadilanTinggi Agama Matarampadatanggal6é Februari

2018denganNomor
0017/Pdt.G/2018/PTA.MtrdantelahdiberitahukankepadaKetuaPengadilan
Agama Mataram yang

tembusannyadisampaikankepadaPembandingdanKuasaTerbandingdenga
nsuratNomor W22-A/296/HK.05/II2018tanggal06 Pebruari 2018;
PERTIMBANGAN HUKUM
MenimbangbahwaPemohon/Pembandingpadatanggal 28 Desember
2017 telahmengajukan banding terhadapputusanPengadilan Agama
MataramNomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtrtanggal 19 Desember 2017 M

bertepatan dengan tanggal 30 RabiulAwal 1439
H.dengandihadiriolehkeduabelahpihak;

Menimbangbahwa, karenapermohonan banding
Pemohon/Pembandingdiajukandalamtenggangwaktu 14
haridanmenurutsyarat formal sesuaidenganperaturanperundang-

undangan yang berlakumakapermohonan banding tersebutsecara formal

dapatditerimauntukdiperiksadalamtingkat banding;
MenimbangbahwaselanjutnyaPengadilanTinggi

AgamaMataramakanmengadilimateriperkara,;

DalamEksepsi

MenimbangbahwaberkaitanEksepsiTermohon/Terbandingbaik yang
menyangkutpermohonankabur (abscurlebel ) maupun yang
menyangkutpermohonannebis in idem

semuanyatelahdipertimbanganolehMajelis Hakim Pengadilan  Tingkat
pertamadengantepatdanbenarolehkarenaitupertimbangantersebutdiambila

lihmenjadipertimbanganpengadilantingkat banding,
dengandemikianmakaPengadilan Tingkat banding

berpendapateksepsiTermohon /Terbandingtersebutharusditolak;

DalamPokokPerkara
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MenimbangbahwasetelahMajelis Hakim Tingkat Banding
membacadanmempelajariperkara aquo baikdaridalil-
dalilpermohonanPemohon, jawabanTermohon, replik, duplik, sertadalil-
dalilbukti yang
diajukanparapihakdimukapersidangansertasetelahmemperhatikansegalaur
aiandanpertimbangansebagaimanaternyatadalamputusanPengadilan
Agama MataramNomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtrtanggal 19 Desember
2017 M bertepatan dengan tanggal 30 RabiulAwal 1439 H. makaMajelis
Hakim PengadilanTinggi Agama MataramtidaksependapatdenganMajelis
Hakim Pengadilan Agama MataramdanselanjutnyaMajelis  Hakim
PengadilanTinggi Agama
Mataramakanmengadilisendiridenganalasandanpertimbangan -
pertimbangansebagaiberikut :

Menimbang,bahwa dalam memori banding Pemohon/Pembanding yang
telah mengajukan keberatan keberatan terhadap putusan Pengadilan
Agama Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 19 Desember
2017 M secara singkat Pemohon/Pembanding tetap akan menceraikan
Termohon/Terbanding karena sudah berkali kali mengatakan cerai
dengan Termohon/Terbanding dihadapan orangtua dan keluarganya
sendiri dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Januari 2017 sampai dengan sekarang (berarti sudah lebih dari satu
tahun) dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri yang
harmonis;

Menimbang,bahwa dalil yang diajukan Pemohon/Pembanding sebagai
alasan perceraian adalah sebagaimana tercantum dalam surat
permohonannya tertanggal 9 Juni 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram tanggal 12 Juni 2017 register Nomor
0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr pada pokoknya antara kedua belah pihak terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada
harapan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang,bahwa sekalipun Termohon/Terbanding tidak mengajukan

kontra memori banding, namundalam tahap jawab menjawab pada
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prinsipnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon,
namundalam jawabannya point 8 dalam berkas perkara bundel B
halaman 32 terdapat ungkapan “ keretakan rumah tangga Pemohon dan
Termohon diduga karena adanya pihak ketiga (wanita idaman lain ) yang
mengganggu keharmonisan rumah tangganya (dengan kata lain ada rasa
cemburu) dan terungkap juga pengakuan adanya perselisihan dan
pertengkaran pada bulan Desember 2016.
Sekalipunitudikatakanhanyasebagaipertengkaranbiasanamunsetelahituber
pisahtempattinggal;

Menimbang,bahwa keluarga Pemohon/Pembanding sudah berusaha
mendamaikan agar Pemohon/Pembanding mau rukun lagi dengan
Termohon/Terbanding tetapi tidak berhasil,proses mediasi juga sudah
dilaksanakan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016,
namun hasilnya nihil, begitu pula setiap kali sidang dimulai Majelis Hakim
juga selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak
berhasil, semua itu adalah fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran
antara kedua belah pihak memang sulit untuk didamaikan dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, mempertahankan
rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang
penderitaan kedua belah pihak,oleh karena itu sebagai yang terbaik
adalah menceraikan secara baik-baik (dengan memenuhi hak
Termohon/Terbanding) hal ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian
sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinrah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa
Pemohon/Pembanding sudah tidak dapat menjaga dan menegakkan
hukum Allah dalam rumah tangganya sebagaimana diamanatkan dalam
Firman Allah dalam Al Quran surat (2) Al Bagarah ayat 229 dan 230,
dapat atau tidak kelestarian rumah tangga dipertahan itu tergantung dapat
dan tidaknya hukum —hukum  Allah(hududullah) dipertahankan dalam

rumah tangga tersebut dan bukan kepada siapa yang bersalah atau yang
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menjadi penyebabnya.Apabila hukum hukum Allah sudah tidak dapat
ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, maka haruslah diakhiri dengan
perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah, oleh karena itu
permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding harus dikabulkan;
Menimbang,bahwasekalipundalamjawabanTermohon/Terbandingtidakme
ngajukantuntutanberupaapapun,
namunterhadapnafkahiddahdanmut’ahhukumtelahmenentukanbahwapeng
adilansecara ex officio dapatmenentukanhaltersebut,
olehkarenaituberdasarkanpasal 41 (¢ ) Undang-UndangNomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 24 ( 2) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
78 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang
diubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang
terakhirdiubahdenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009
pengadilandapatmewajibkankepadasuamiuntukmemberikanbiayapenghid

upandanataumemberikansesuatukewajibanbagibekasisteri,

halmanasesuaidenganpendapatpakarhukum Islam
terdapatdalamkitablgnakjuz 8 halaman 118
kemudiandiambilalihmenjadipendapatMajelis Hakim yang

berbunyisebagaiberikut:

4881 g ACud) dma 13 Ninall Guag

Artinya :‘Wajibdiberikankepadaperempuan yang
mengalamiiddahrajiyyahyaitute mpattinggaldannafkah.
Kemudiansetelahmempertimbangkandanmemperhatikan status
Pemohon/PembandingsebagaiseorangDosenmakaMaijelis Hakim
PengadilanTinggi Agama
MataramberpendapatPemohon/Pembandingpantas ( adil)

dihukumuntukmembayarnafkahiddahsetiapbulannyasebesarRp
3.000.000,00 ( tigajuta rupiah ) selama 3
bulansehinggamenjadisebesarRp 9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah )
kepadaTermohon/Terbanding;
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Menimbang,bahwa dengan kewajiban mut'ah berdasarkan pasal 158, 159
dan 160 Kompilasi Hukum Islam suami yang menceraikan isterinya wajib
membayar mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal
ini sesuai dengan hukum syar’i yang terdapat dalam surat Al Bagarah ayat
241 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi
sebagai berikut :
&M\L’Jﬁ&adjﬁdg&mﬂ&ﬂj

Artinya :Kepadawanita-wanita yang

diceraikanhendaklahdiberikanolehsuaminya, mut'ah yang

ma’rufsebagaisuatukewajibanbagi orang orang yang bertagwa.
Kemudiansetelahmemperhatikanpekerjaandan status
Pemohon/Pembandingdanlamanyamasapernikahanselamaduatahunmaka
Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama
MataramberpendapatPemohon/Pembandingpatutdihukumuntukmembayar
mut'ahsebesar  Rp15.000.000,00 ( lima belasjuta rupiah )
kepadaTermohon/Pembanding
Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbanganpertimbangantersebutdiatas

makaputusanPengadilan Agama MataramNomor
0241/Pdt.G/2017/PA.Mtrtanggal 19 Desember 2017 M bertepatan dengan
tanggal 30 RabiulAwal 1439
HharusdibatalkandanselanjutnyaPengadilanTinggi Agama
Mataramakanmengadilisendiridenganamarsebagaimana yang

disebutkandalamputusanini;
Menimbang,bahwaberdasarkanpasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor
7 Tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun
2006 yang terakhirdiubahdenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009
TentangPeradilan Agama makabiayaperkaratingkat banding
dibebankankepadaPemohon/Pembanding;
Mengingatsegalaketentuanperaturanperundang-undangan yang
bersangkutandenganperkaraini;

MENGADILI
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1. Menyatakanpermohonan banding yang diajukanolehPemohon
/Pembandingdapatditerima;

2.MembatalkanPutusanPengadilan Agama MataramNomor
0241/Pdt.G/2017/PA.Mtrtanggal 19 Desember 2017 M bertepatan
dengan tanggal 30 RabiulAwal 1439 H.

DenganMengadiliSendiri

DalamEksepsi

- MenolakEksepsiTermohon/Terbanding;

DalamPokokPerkara

1. MengabulkanpermohonanPemohon/Pembanding;

2. MemberiizinkepadaPemohon/Pembanding (WahyuBimaSapuitra,
S.Soshin Drs. Muhammad Yamin, M.M,
Juntukmenjatuhkantalaksaturaj’iterhadapTermohon/Terbanding (
Anita,S.E., bintilsmail ) di depansidangPengadilan Agama Mataram;

3.  MenghukumPemohon/Pembandinguntukmembayarnafkahiddahselama
3 bulan, setiapbulanya Rp3.000.000,00 ( tigajuta rupiah )
sehinggaberjumlahRp  9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah )
kepadaTermohon/Terbanding;

4 MenghukumPemohon/Pembandinguntukmembayarmut’'ah
Rp15.000.000,00 ( lima belasjuta rupiah
)kepadaTermohon/Terbanding;

5. MembebankankepadaPemohon
/Pembandinguntukmembayarbiayaperkarapadatingkat banding
sebesarRp 150.000,00(seratus lima puluhribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Mataram pada hariSelasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439Hijriah olehkami Drs. H.
Ahmad Siddiq, sebagai Ketua MajelissertaDrs. H. Mustanjid Aziz, S.H.,
M.H.dan Drs. H. As’adFagih, S.H.masing masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
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padahariitujugaolehKetuaMajelistersebutdidampingioleh Hakim
AnggotadandibantuolehDrs.JumardisebagaiPaniteraPenggantidengan

tanpa dihadiri olehPembandingdanTerbanding.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



